PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
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JI. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437
EMAIL: adminkeu@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@)jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SATUAN KERJA :
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SETDA

—_ « KOTA YOGYAKARTA
SRy VA 'NOMOR DAN TANGGAL SPK :
001A/027/JLOP/PL/SPK/1/2024

Tertanggal: 02 Januari 2024

Nama Kuasa Pengguna RR. SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si

Anggaran:
Nama Penyedia: ANGGUN INDAH LINDA D.S.0., S.Ak
UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
Undangan melalui Aplikasi SPSE 4.5
PAKET PENGADAAN :
JASA LAINNYA ORANG TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
PERSEORANGAN JASA ( 21 Desember 2023 )
AKUNTANSI, NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :
PEMBUKUAN DAN ( Nomor : 05/e-PL/JLOP-Bag. Adminkeu 3/BPBJ/XII/2023 )
PEMERIKSA
TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
(29 Desember 2023 )
SUMBER DANA:

APBD Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran
2024

KODE REKENING ANGGARAN: ~ 4.01.01.2.02.0004.5.1.02.02.01.0026

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 57.156.000,-( Lima puluh tujuh juta seratus lima puluh enam
ribu rupiah ).

Dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No. | Nama Jabatan Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)

Jasa Lainnya Orang
Perseorangan -Jasa Oran

1. | Akuntasi, 12 ang 4.763.000 57.156.000

Bulan
Pembukuan dan
Pemeriksa
Jumlah Total 57.156.000

Jenis Kontrak: Harga Satuan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 2 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya
Kuasa Pengguna Anggaran - ..Qrang Perseorangan

RR. SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si.
NIP. 196902121996032002 NIK. 347106405860001




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
1. Ruang Lingkup Pekerjaan
Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib melaksanakan dan menyelesaikan
pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
Ruang lingkup pekerjaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan
Pemeriksa adalah membantu dalam pengelolaan akuntansi dan laporan keuangan di Bagian
Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta, dengan rincian ketugasan adalah
sebagai berikut :
1. Membantu menyiapkan bahan laporan keuangan dari bendahara
Membantu sinkronisasi nilai persediaan dan aset dari pengelola barang;
Membantu melakukan jurnal pengeluaran kas pada sistem;
Membantu melakukan jurnal penyesuaian kas pada sistem;
Membantu melakukan entry persediaan dan aset;
Membantu melakukan jurnal penutup;
Membantu menyusun Laporan Keuangan;

Membantu menyusun Laporan semester;
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Membantu menyusun catatan Atas Laporan Keuangan;
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. Membantu melakukan uji artikulasi laporan keuangan;
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. Membantu melakukan rekonsiliasi dengan BPKAD;
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. Membantu tugas bendahara;
. Memverifikasi SPJ Unit Kerja;
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. Membantu dalam analisa laporan keuangan bulanan;
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. Membantu sebagai tim desk dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

N

. Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan administrasi keuangan tahun
anggaran 2024; dan

17. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

2. Hukum yang Berlaku

Keabsahan, interprestasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 859);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

c.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia;

e. PeraturanWalikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia Jasa
Lainnya Orang Perseorangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 33);

f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Jasa pada
Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 69).

3. Kedudukan

Penyedia Jasa Orang Perseorangan tidak dimaksudkan untuk mengisi formasi Calon PNS
dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tidak untuk diangkat
menjadi Calon PNS dan/atau PPPK.

4. Harga SPK/Upah
a. KPA membayar kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan atas pelaksanaan
pekerjaan dalam SPK sebesar Rp 57.156.000,- wajib mengikuti kepesertaan jaminan
kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan aturan yang
berlaku.
b. Nilai nominal yang dibayarkan adalah sebesar Rp 4.763.000,- perbulan, yang dilakukan
melalui transfer paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan untuk pembayaran bulan

Desember di bayarkan paling lambat tanggal 20 Desember kepada Penyedia Jasa Lainnya

Orang Perseorangan:
1) Nama : ANGGUN INDAH LINDA D.S.O., S.Ak
2) NIK : 3471086405860001
3) No. Rekening 1006221019605
4) BANK : BANK BPD DIY
5. Jadwal

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal
yang ditetapkan dalam SPMK.
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

c. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal

yang ditentukan.



6. UraianTugas
1. Membantu menyiapkan bahan laporan keuangan dari bendahara;
Membantu sinkronisasi nilai persediaan dan aset dari pengelola barang;
Membantu melakukan jurnal pengeluaran kas pada sistem;
Membantu melakukan jurnal penyesuaian kas pada sistem;
Membantu melakukan entry persediaan dan aset;
Membantu melakukan jurnal penutup;
Membantu menyusun Laporan Keuangan;

Membantu menyusun Laporan semester;
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Membantu menyusun catatan Atas Laporan Keuangan;
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. Membantu melakukan uji artikulasi laporan keuangan;
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. Membantu melakukan rekonsiliasi dengan BPKAD;
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. Membantu tugas bendahara;
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. Memverifikasi SPJ bagian-bagian;

S

. Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan administrasi keuangan tahun
anggaran 2024; dan

15. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

7. Hak dan Kewajiban Kuasa Pengguna Anggaran
a. Hak
1) Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja;dan

2) Memutus kontrak sebelum masa perikatan selesai sesuai dengan ketentuan

pemutusan kontrak.

b. Kewajiban

1) Membayarkan upah kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;

2) Memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;

dan

3) Menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.

8. Hak, Kewajiban, Larangan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan
a. Hak
1) Nilai nominal yang diterimakan kepada penyedia jasa lainnya orang perseorangan
adalah sebesar Rp 4.763.000,- per bulan, dengan dibayarkan secara non tunai; dan

2) Cuti tidak masuk kerja dengan alasan sakit atau alasan penting yang dibuktikan

dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kewajiban
1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau pribadi;



3) Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;

4) Menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;

5) Mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani;

6) Melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, dan
sesuai kewenangannya,

7) Bekerja secara jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Pemerintah
Daerah.

8) Melaporkan dengan segera kepada PPKom apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah daerah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil.

9) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

10) Menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;

11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;

13) Menaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan

14) Melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Larangan
1) Menyalahgunakan wewenang; dan

2) Melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Jam Kerja

a. Sesuai jam kerja yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota
Yogyakarta.

b. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan bekerja lebih dari jam kerja yang telah
ditetapkan, maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai kelebihan

jam kerja dan/atau lembur.

10. Pakaian, Peralatan dan Perlengkapan Kerja

a. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menggunakan pakaian kerja dengan

ketentuan yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta;

b. Menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia di Bagian Administrasi
dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta.

11. Penghentian SPK

Penghentian SPK dapat dilakukan oleh Penyedia sebelum masa kontrak yang tercantum di
dalam SPK dan SPMK selesai apabila:

a)Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan mengundurkan diri dengan alasan yang
dapat diterima oleh KPA;

b)KPA menyetujui pengunduran diri tersebut; dan



c¢)Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menyampaikan rencana pengunduran

dirinya sebulan sebelumnya.

12. Pemutusan SPK

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh KPA sebelum masa perikatan yang tercantum di

dalam SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan:

a.

Tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang
jelas selama masa kontrak;

Terkena dampak pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan;

Hasil evaluasi pelaksanaan kerja buruk;

Melanggar kewajiban dan larangan yang diatur di dalam kontrak; dan/atau

Melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Mekanisme Pemutusan Kontrak

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga melakukan pelanggaran
dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPKom.

Pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga
melakukan pelanggaran dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan/

aduan pelanggaran dilakukan.

Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak
hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
pemanggilan pertama.

Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c yang
bersangkutan tidak hadir maka Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tersebut
dapat diputus kontrak oleh PPKom sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan
walaupun masa kontraknya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa
dilakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan ke dalam Berita

Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala OPD/Unit Kerja

melalui PPKom.

14. Keadaan Kahar (Force Majeure)

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang
terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang termasuk dalam kahar (force majeure) meliputi bencana alam, keadaan perang,
huru hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ckonomi yang secara

langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.



Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan Penyedia Jasa
Lainnya Orang Perseorangan tidak dapat melaksanakan tugasnya maka dibebaskan dari
tugas dan kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.

d. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib memberitahukan keadaan kahar

(force majeure) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atasan langsungnya.

Menerima dan menyetujui:

Pihak Kedua,
Pihak Pertama, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan
Kuasa Pengguna Anggaran Jasa Akuntasi, Pembukuan dan Pemeriksa

ot

LESTARL S.H., ML.Si. ANGGUN INDAH LINDA D.S.O., S.Ak
NIP. 196902121996032002 NIK. 347106405860001
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JI. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 51 5865, 562682 Fax (0274) 560437

EMAIL: adminkeu@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www jogjakota.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

SATUAN KERJA :
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SETDA
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR DAN TANGGAL SFK :
001B/027/JLOP/PL/SPK/1/2024

Tertanggal: 2 Januari 2024

Nama Kuasa Pengguna
Anggaran:

RR. SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si

Nama Penyedia:

MUJI MULYANI

UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
Undangan melaslui Aplikasi SPSE 4.5

PAKET PENGADAAN : TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :

JASA LAINNYA ORANG ( 21 Desember 2023)

PERSEORANGAN JASA NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :

ADMINISTRASI KANTOR ( 05/e-PL/JLOP-Bag. Adminkeu 2/BPBJ/X11/2023 )
TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
(29 Desember 2023 )

SUMBER DANA:

APBD Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran
2024
KODE REKENING ANGGARAN: - 4.01.01.2.02.0002.5.1.02.02.01.0026

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 39.624.000,-(Tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh
empat ribu rupiah ).

Dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No. | Nama Jabatan Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
Jasa .
1. | Administrasi 12 rang 3.302.000 39.624.000
Bulan
Kantor
Jumlah Total 39.624.000

Jenis Kontrak: Harga Satuan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 2 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

Untuk dan atas nama

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya
Kuasa Pengguna Anggaran

rang Perseorangan
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'MUJI MULYANI
NIK. 3402154803840009

ESTARL S.H., M.Si.
NIP. 196902121996032002




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib melaksanakan dan menyelesaikan

pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Ruang lingkup pekerjaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan Jasa Administrasi Kantor adalah

membantu dalam penyusunan data-data dan dokumen kepegawaian di Bagian Administrasi

dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta, dengan rincian ketugasan adalah sebagai berikut :

1.

ol

© ® N o

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17

18.

19.
20.

21.

Membuat penjagaan/Jadwal KGB, kenaikan pangkat dan pensiun;

Membuat SK Kenaikan Gaji Berkala;

Membuat DUK Pegawai;

Membuat data Nominatif Pegawai;

Membuat usulan kenaikan pangkat beserta kelengkapannya untuk dikirim ke
Walikota lewat BKPSDM;

Membuat usulan pensiun, dan bebas tugas pegawai;

Membuat surat cuti dan keterangan ijin pegawai;

Membuat SK Impasing PNS;

Melaksanakan pengetikan SKP dgn menerima konsep nilai dari masing-masing
atasan langsung pegawai;

Membuat KP4 dengan mengisikan data pegawai,anak dan istri/suami

Membuat perhitungan dan usulan uang tambahan penghasilan pegawai;

Mengusulkan penghargaan dan memproses hukuman disiplin PNS;

Mengusulkan dan mengirim peserta Diklat;

Mengelola daftar hadir pegawai dan JLOP;

Membuat SPK, SPMK dan Surat Pernyataan JLOP;

Mempersiapkan pelaksanaan penilaian kinerja atasan, bawahan, teman sejawat dan
lintas struktural serta merekap hasilnya;

Membuat rekapitulasi data PNS, pangkat, golongan jenis kelamin, pendidikan dan
agama;

Melayani surat-surat pegawai;

Mencatat, menyimpan dan mengarsipkan file kepegawaian;

Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan administrasi keuangan tahun
anggaran 2024; dan

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

2. Hukum yang Berlaku

Keabsahan, interprestasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:

a.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota

Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan



Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 859);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

¢c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

e. PeraturanWalikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia
Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022
Nomor 33);

f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Jasa

pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022
Nomor 69).

3. Kedudukan
Penyedia Jasa Orang Perseorangan tidak dimaksudkan untuk mengisi formasi Calon PNS

dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tidak untuk diangkat
menjadi Calon PNS dan/atau PPPK.

4. Harga SPK/Upah

a. PPKom membayar kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan atas pelaksanaan
pekerjaan dalam SPK sebesar Rp39.624.000.- sudah termasuk jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Nilai nominal yang dibayarkan adalah sebesar Rp 3.302.000,- perbulan, yang dilakukan
melalui transfer paling lambat tanggal 10 setiap bulannya kepada Penyedia Jasa Lainnya

Orang Perseorangan:

1) Nama : MUJI MULYANI
2) NIK : 3402154803840009
3) No. Rekening : 0013435864

4) BANK : BANK JOGJA



5. Jadwal

a.

SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.

Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
SPMK.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai

jadwal yang ditentukan.

6. UraianTugas

1.

2
3
4
5

s A B

3.

18.

19.
20,

21.

Membuat penjagaan/Jadwal KGB, kenaikan pangkat dan pensiun;

Membuat SK Kenaikan Gaji Berkala;

Membuat DUK Pegawai;

Membuat data Nominatif Pegawai:

Membuat usulan kenaikan pangkat beserta kelengkapannya untuk dikirim ke
Walikota lewat BKPSDM;

Membuat usulan pensiun, dan bebas tugas pegawai;

Membuat surat cuti dan keterangan ijin pegawai;

Membuat SK Impasing PNS;

Melaksanakan pengetikan SKP dgn menerima konsep nilai dari masing-masing

atasan langsung pegawai;

. Membuat KP4 dengan mengisikan data pegawai,anak dan istri/suami;
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Membuat perhitungan dan usulan uang tambahan penghasilan pegawai;

Mengusulkan penghargaan dan memproses hukuman disiplin PNS;

Mengusulkan dan mengirim peserta Diklat;

Mengelola daftar hadir pegawai dan NABAN;

Membuat Surat Keputusan, Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan NABAN:
Mempersiapkan pelaksanaan penilaian kinerja atasan, bawahan, teman sejawat dan
lintas struktural serta merekap hasilnya;

Membuat rekapitulasi data PNS, pangkat, golongan jenis kelamin, pendidikan dan
agama;

Melayani surat-surat pegawai;

Mencatat, menyimpan dan mengarsipkan file kepegawaian;

Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan administrasi keuangan tahun
anggaran 2024; dan

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

7. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen

a.

Hak
1) Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja:dan



2) Memutus kontrak sebelum masa perikatan selesai sesuai dengan ketentuan

pemutusan kontrak.

Kewajiban

1) Membayarkan upah kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;

2) Memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;
dan

3) Menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.

8. Hak, Kewajiban, Larangan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

a.

C.

Hak

1) Nilai nominal yang diterimakan kepada penyedia jasa lainnya orang perseorangan
adalah sebesar Rp 3.302.000,- per bulan, sudah termasuk tunjangan jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dengan dibayarkan
secara non tunai; dan

2) Cuti tidak masuk kerja dengan alasan sakit atau alasan penting yang dibuktikan
dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kewajiban

1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau pribadi;

3) Menjunjungtinggi kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;

4) Menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;

5) Mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani;

6) Melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab,
dan sesuai kewenangannya;

7) Bekerja secara jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
Pemerintah Daerah.

8) Melaporkan dengan segera kepada PPKom apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah daerah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil.

9) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

10) Menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkunganPemerintah Daerah;

11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-
baiknya;

13) Menaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan

14) Melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Larangan

1) Menyalahgunakan wewenang; dan



2) Melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Jam Kerja
a. Sesuai jam kerja yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota
Yogyakarta.
b. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan bekerja lebih dari jam kerja yang telah
ditetapkan, maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai
kelebihan jam kerja dan/atau lembur.

10. Pakaian, Peralatan dan PerlengkapanKerja
a. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menggunakan pakaian kerja dengan
ketentuan yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota
Yogyakarta;
b. Menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia di Bagian Administrasi
dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta.

11. Penghentian SPK
Penghentian SPK dapat dilakukan oleh Penyedia sebelum masa kontrak yang tercantum
di dalam SPK dan SPMK selesai apabila:
a) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan mengundurkan diri dengan alasan
yang dapat diterima oleh KPA;
b) KPA menyetujui pengunduran diri tersebut; dan

c) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menyampaikan rencana pengunduran

dirinya sebulan sebelumnya.

12. Pemutusan SPK
Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PPKom sebelum masa perikatan yang tercantum di
dalam SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan:

a. Tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang

jelas selama masa kontrak;
b. Terkena dampak pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan;
c. Hasil evaluasi pelaksanaan kerja buruk;
d. Melanggar kewajiban dan larangan yang diatur di dalam kontrak; dan/atau

e. Melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Mekanisme Pemutusan Kontrak

a. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga melakukan pelanggaran

dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPKom.



b. Pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga
melakukan pelanggaran dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
laporan/aduan pelanggaran dilakukan.

c. Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak
hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
pemanggilan pertama.

d. Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c yang
bersangkutan tidak hadir maka Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tersebut
dapat diputus kontrak oleh PPKom sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang
Perseorangan walaupun masa kontraknya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang
ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

e. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan ke dalam Berita
Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala OPD/Unit Kerja
melalui PPKom.

14. Keadaan Kahar (Force Majeure)

a. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang
terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat
dipenuhi.

b. Yang termasuk dalam kahar (force majeure) meliputi bencana alam, keadaan perang,
huru hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang
secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

c. Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan Penyedia Jasa
Lainnya Orang Perseorangan tidak dapat melaksanakan tugasnya maka dibebaskan
dari tugas dan kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.

d. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib memberitahukan keadaan kahar

(force majeure) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atasan

langsungnya.
Menerima dan menyetujui:
_ Pihak Kedua,
Pihak Pertama, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan
Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Administrasi Kantor
f‘% U,
o
RR. SUTINI SRI IKSTARI, S.H., M.Si. MUJI MULYANI

NIP. 196902121996032002 NIK. 3402154803840009
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JI. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437
EMAIL: adminkeu@iog'|akota‘go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: Www.jogjakota.go.id

SATUAN KERJA :
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SETDA
(SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK :
001C/027/JLOP/PL/SPK/1/2024
Tertanggal: 02 Januari 2024
Nama Kuasa Pengguna .
Anggaran: RR. SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si
Nama Penyedia: HENDY SETYANTO WIBOWO
UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
Undangan Melalui Aplikasi SPSE 4.5
PAKET PENGADAAN : TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:
JASA LAINNYA ORANG 21 Desember 2023
PERSEORANGAN JASA
KOMUNIKASI DAN NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG -
INFORMATIKA 05/e-PL/JLOP-Bag. Adminkeu 8/BPBJ/XII/2023
TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
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SUMBER DANA:

APBD Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran
2024
KODE REKENING ANGGARAN: - 4.01.01.2.03.0006.5.1.02.02.01.0026

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp.. 39.624.000,00,-(Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua
PUluh Empat Ribu Rupiah).

Dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No. | Nama Jabatan Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
Jasa Lainnya Orang
i, |temseomngan-Jasa | ;, | Orang 3.302.000 39.624.000
Komunikasi dan Bulan
Informatika
Jumlah Total Rp. 39.624.000

Jenis Kontrak: Harga Satuan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 02 Januari 2024 S/D 31 Desember 2024

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya

RR.SUTINI SRT LESTARI, S.H., M.Si. DY SETYAN1'O WIBOWO
NIP. 196902121996032002 NIK. 3471141} 03800001




1.

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Ruang Lingkup Pekerjaan

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib melaksanakan dan menyelesaikan

pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Ruang lingkup pekerjaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan Jasa Komunikasi dan

Informatika adalah membantu dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen di Bagian

Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta, dengan rincian ketugasan adalah

sebagai berikut :

1.
2

Mendukung pelaksanaan kegiatan di Subag Administrasi Umum:;
Mendukung kesiapan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Bagian Administrasi dan
Keuangan Setda Kota Yogyakarta;

. Membantu dalam pengelolaan website Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota

Yogyakarta;

. Membantu dalam pengelolaan database SIM barang, SIM Aset dan Sistem Informasi

Manajemen lainnya.

. Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah tahun anggaran 2024; dan
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

Hukum yang Berlaku

Keabsahan, interprestasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 859);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).



d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

e. PeraturanWalikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia
Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022
Nomor 33);

f.  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Jasa
pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022
Nomor 69).

3. Kedudukan
Penyedia Jasa Orang Perseorangan tidak dimaksudkan untuk mengisi formasi Calon PNS
dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tidak untuk diangkat
menjadi Calon PNS dan/atau PPPK.

4. Harga SPK/Upah
a. PPKom membayar kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan atas pelaksanaan
pekerjaan dalam SPK sebesar Rp39.624.000.- sudah termasuk Jjaminan kesehatan,
Jjaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan aturan yang berlaku.
b. Nilai nominal yang dibayarkan adalah sebesar Rp 3.302.000,- perbulan, yang dilakukan
melalui transfer paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dan untuk pembayaran bulan
Desember di bayarkan paling lambat tanggal 20 Desember kepada Penyedia Jasa

Lainnya Orang Perseorangan:

1) Nama : HENDY SETYANTO WIBOWO
2) NIK :3471141103800001
3) No. Rekening : 001343585791
4) BANK : BANK JOGJA
5. Jadwal

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal
yang ditetapkan dalam SPMK.
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

c. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal

yang ditentukan.

6. UraianTugas
a. Mendukung pelaksanaan kegiatan di Subag Administrasi Umum;
b. Mendukung kesiapan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Bagian Administrasi dan
Keuangan Setda Kota Yogyakarta;

€. Membantu dalam pengelolaan website Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota

Yogyakarta;



d. Membantu dalam pengelolaan database SIM barang, SIM Aset dan Sistem Informasi
Manajemen lainnya.

. Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah tahun anggaran 2024; dan

f.  Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

7. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen
a. Hak
1) Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja;dan
2) Memutus kontrak sebelum masa perikatan selesai sesuai dengan ketentuan

pemutusan kontrak.

b. Kewajiban
1) Membayarkan upah kepada Penyedia Jasa Lai nnya Orang Perseorangan;
2) Memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;
dan

3) Menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.

8. Hak, Kewajiban, Larangan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan
a. Hak

1) Nilai nominal yang diterimakan kepada penyedia jasa lainnya orang perseorangan
adalah sebesar Rp 3.302.000,- perbulan sudah termasuk tunjangan jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan Jaminan kematian dengan dibayarkan
secara non tunai; dan

2) Cuti tidak masuk kerja dengan alasan sakit atau alasan penting yang dibuktikan
dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kewajiban

1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau pribadi;

3) Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah:

4) Menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;

5) Mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani;

6) Melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab,
dan sesuai kewenangannya;

7) Bekerja secara jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
Pemerintah Daerah.

8) Melaporkan dengan segera kepada PPKom apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah daerah terutama di bidang

keamanan, keuangan, dan materiil.



9.

10.

11.

C.

9) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

10) Menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;

11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-
baiknya;

13) Menaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan

14) Melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Larangan
1) Menyalahgunakan wewenang; dan

2) Melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Jam Kerja

a. Sesuai jam kerja yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota

Yogyakarta.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan bekerja lebih dari jam kerja yang telah
ditetapkan, maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai
kelebihan jam kerja dan/atau lembur.

Pakaian, Peralatan dan PerlengkapanKerja

a. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menggunakan pakaian kerja dengan

ketentuan yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota
Yogyakarta;

Menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia di Bagian
Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta.
Penghentian SPK

Penghentian SPK dapat dilakukan oleh Penyedia sebelum masa kontrak yang tercantum
di dalam SPK dan SPMK selesai apabila:

a) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan mengundurkan diri dengan alasan
yang dapat diterima oleh KPA;

b) KPA menyetujui pengunduran diri tersebut; dan

¢) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menyampaikan rencana pengunduran

dirinya sebulan sebelumnya.



12.

Pemutusan SPK

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PPKom sebelum masa perikatan yang tercantum di

dalam SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan:

a.

13.

a.

14.

a.

Tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang

jelas selama masa kontrak:

Terkena dampak pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan;
Hasil evaluasi pelaksanaan kerja buruk;
Melanggar kewajiban dan larangan yang diatur di dalam kontrak:; dan/atau

Melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Pemutusan Kontrak

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga melakukan pelanggaran
dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPKom.

Pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga
melakukan pelanggaran dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
laporan/aduan pelanggaran dilakukan.

Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak
hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
pemanggilan pertama.

Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c¢ yang
bersangkutan tidak hadir maka Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tersebut
dapat diputus kontrak oleh PPKom sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang
Perseorangan walaupun masa kontraknya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang
ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan ke dalam Berita
Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala OPD/Unit Kerja
melalui PPKom.

Keadaan Kahar (Force Majeure)

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang
terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat
dipenuhi.

Yang termasuk dalam kahar (force majeure) meliputi bencana alam, keadaan perang,
huru hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang

secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.



c. Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan Penyedia Jasa
Lainnya Orang Perseorangan tidak dapat melaksanakan tugasnya maka dibebaskan
dari tugas dan kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.

d. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib memberitahukan keadaan kahar
(force majeure) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atasan
langsungnya.

Menerima dan menyetujui:

Pihak Kedua
Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan
Jasa Komunikasi dan Informatika

T

Pihak Pertama,
Pejabat Pembuat Komitmen

RR. SUTINI SRf LESTARL S.H.. M.Si. END
NIP. 196902121996032002 HENDY SETYANTO WIBOWO

NIK. 3471141103800001
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SATUAN KERJA :
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SETDA
KOTA YOGYAKARTA
SURAT PERINTAH KERJA | NOMOR DAN TANGGAL SPK :
(SPK) 001D/027/JLOP/PL/SPK/1/2024

Tertanggal: 2 Januari 2024

Nama Kuasa Fengguna RR. SUTINT SRI LESTARI, S.H., M.Si.

Anggaran:

Nama Penyedia: CAHYA BINTANG Y, S.Sos
UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG
Undangan melalui Aplikasi SPSE 4.5

PAKET PENGADAAN : ,

TASA T ARINTA CRANG | TANGGAL geNDgI;TgAN PENGADAAN LANGSUNG :

PERSEORANGAN JASA | \2LDescmber 2025)

ke NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :

PERENCANAAN (05/e-PL/JLOP-Bag. Adminkeu 1/BPBJ/XI1/2023)
TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
(29 Desember 2023)

SUMBER DANA:

APBD Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran
2024

KODE REKENING ANGGARAN: - 4.01.01.2.01.0001.5.1.02.02.01.0026

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 34.596.000,00 ( Tiga puluh empat juta lima ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah ).

Dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No. | Nama Jabatan Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
Jasa Lainnya Orang ey
1. | Perseorangan - Jasa 12 Bula f 2.883.000,00 34.596.000,00
Perencanaan
Jumlah Total 34.596.000,00

Jenis Kontrak: Harga Satuan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 2 Januari 2023 Sampai dengan 31 Desember 2024

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya
Kuasa Pengguna Anggaran ~ Orang Perseorangan
] e

m.@ﬁésgxxemaam \,
RR. SUTINI SRI LESTARI S.H., M.Si. “" CAHYA BINTANG Y. S.Sos
NIP. 196902121996032002 NIK. 3402150207940003




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Ruang Lingkup Pekerjaan

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib melaksanakan dan menyelesaikan

pekerjaan sebagai berikut:

Ruang lingkup pekerjaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan Jasa Perencanaan adalah

membantu dalam penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan di Bagian

Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta, yang meliputi:

1) Menyusun dan mengentri paket pengadaan Bagian Administrasi dan Keuangan ke dalam
SIRUP;

2) Merekap, mengecek dan mengolah data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat
Daerah Kota Yogyakarta;

3) Merekap dan mengolah data dan informasi terkait Rencana Kerja (Renja) Sekretariat
Daerah Kota Yogyakarta;

4) Melaksanakan cross check terhadap target sasaran, program, dan kegiatan Perjanjian
Kinerja eselon II, III dan IV Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dengan
DPA/DPPA/Renstra:

5) Merekap, mengolah data dan informasi, dan melakukan evaluasi terkait Rencana Aksi
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

6) Membantu mengevaluasi target sasaran (pengukuran kinerja) Sekretariat Daerah Kota
Yogyakarta;

7) Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2024; dan

8) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

Hukum yang Berlaku
Keabsahan, interprestasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 859);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia;

. PeraturanWalikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia

Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor
33);

. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Jasa pada

Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 69).

Kedudukan

Penyedia Jasa Orang Perseorangan tidak dimaksudkan untuk mengisi formasi Calon PNS

dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tidak untuk diangkat
menjadi Calon PNS dan/atau PPPK.

Harga SPK/Upah

a.

PPKom membayar kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan atas pelaksanaan

pekerjaan dalam SPK sebesar Rp 34.596.000,- sudah termasuk jaminan kesehatan,

jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan aturan yang berlaku.

. Nilai nominal yang dibayarkan adalah sebesar Rp 2.883.000,- perbulan, yang dilakukan

melalui transfer paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan untuk pembayaran bulan

Desember di bayarkan paling lambat tanggal 20 Desember kepada Penyedia Jasa Lainnya

Orang Perseorangan:

1) Nama : CAHYA BINTANG YULIANTO, S.Sos
2) NIK : 3402150207940003
3) No. Rekening : 060.221.000324
4) BANK : BPD DIY
Jadwal

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada

tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam

C.

SPMK.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai

jadwal yang ditentukan.



6. Uraian Tugas

a.

Menyusun dan mengentri paket pengadaan Bagian Administrasi dan Keuangan ke
dalam SIRUP;

Merekap, mengecek dan mengolah data Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

Merekap dan mengolah data dan informasi terkait Rencana Kerja (Renja) Sekretariat
Daerah Kota Yogyakarta;

Melaksanakan cross check terhadap target sasaran, program, dan kegiatan Perjanjian
Kinerja eselon II, III dan IV Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dengan
DPA/DPPA/Renstra;

Merekap, mengolah data dan informasi, dan melakukan evaluasi terkait Rencana
Aksi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

Membantu mengevaluasi target sasaran (pengukuran kinerja) Sekretariat Daerah
Kota Yogyakarta;

Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2024; dan

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

7. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen

a.

Hak
1) Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja;dan
2) Memutus kontrak sebelum masa perikatan selesai sesuai dengan ketentuan

pemutusan kontrak.

Kewajiban
1) Membayarkan upah kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;

2) Memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;

dan

3) Menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.

8. Hak, Kewajiban, Larangan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

a.

Hak

1) Nilai nominal yang diterimakan kepada penyedia jasa lainnya orang perseorangan
adalah sebesar Rp 2.883.000,- perbulan sudah termasuk tunjangan jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dengan dibayarkan
secara non tunai; dan

2) Cuti tidak masuk kerja dengan alasan sakit atau alasan penting yang dibuktikan

dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.



b.

C.

Kewajiban

1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau pribadi:

3) Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;

4) Menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;

5) Mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani;

6) Melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab,
dan sesuai kewenangannya;

7) Bekerja secara jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
Pemerintah Daerah.

8) Melaporkan dengan segera kepada PPKom apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah daerah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil.

9) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

10) Menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;

11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik:

12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-
baiknya;

13) Menaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan

14) Melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Larangan
1) Menyalahgunakan wewenang; dan

2) Melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Jam Kerja

a.

Sesuai jam kerja yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota
Yogyakarta.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan bekerja lebih dari jam kerja yang telah
ditetapkan, maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai
kelebihan jam kerja dan/atau lembur.

10. Pakaian, Peralatan dan Perlengkapan Kerja

a.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menggunakan pakaian kerja dengan
ketentuan yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota
Yogyakarta;

Menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia di Bagian

Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta.



11. Penghentian SPK
Penghentian SPK dapat dilakukan oleh Penyedia sebelum masa kontrak yang tercantum
di dalam SPK dan SPMK selesai apabila:

a) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan mengundurkan diri dengan alasan
yang dapat diterima oleh KPA;

b) KPA menyetujui pengunduran diri tersebut; dan

¢) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menyampaikan rencana pengunduran

dirinya sebulan sebelumnya.

12. Pemutusan SPK
Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PPKom sebelum masa perikatan yang tercantum di

dalam SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan:

d.

Tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang
jelas selama masa kontrak;

Terkena dampak pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan;

Hasil evaluasi pelaksanaan kerja buruk;

Melanggar kewajiban dan larangan yang diatur di dalam kontrak; dan/atau

Melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Mekanisme Pemutusan Kontrak

a.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga melakukan pelanggaran
dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPKom.

Pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga
melakukan pelanggaran dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
laporan/aduan pelanggaran dilakukan.

Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak
hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah

pemanggilan pertama.

Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c¢ yang
bersangkutan tidak hadir maka Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tersebut
dapat diputus kontrak oleh PPKom sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang
Perseorangan walaupun masa kontraknya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang
ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan ke dalam Berita

Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala OPD/Unit Kerja
melalui PPKom.

14. Keadaan Kahar (Force Majeure)

a.

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang
terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,



sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat
dipenuhi.

Yang termasuk dalam kahar (force majeure) meliputi bencana alam, keadaan perang,
huru hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang
secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan Penyedia Jasa
Lainnya Orang Perseorangan tidak dapat melaksanakan tugasnya maka dibebaskan
dari tugas dan kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib memberitahukan keadaan kahar

(force majeure) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atasan

langsungnya.
Menerima dan menyetujui:
Pihak Kedua
itk P Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan
Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Perencanaan
CAHYA BINTANG Y, S.Sos

NIP. 196902121996032002 ) NIK. 3402150207940003
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NOMOR DAN TANGGAL SPK :
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Tertanggal: 02 Januari 2024

Nama Kuasa Pengguna
Anggaran:

RR. SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si.

Nama Penyedia:

CAHAYA ANDI TRI WIJAYA

UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
Undangan Melalui Aplikasi LPSE 4.5

PAKET PENGADAAN : 21 Desember 2024
JASA LAINNYA ORANG TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
PERSEORANGAN JASA
ADMINISTRASI NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :
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TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
SUMBER DANA:

APBD Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran

2024

KODE REKENING ANGGARAN: - 4.01.01.2.03.0006.5.1.02.02.01.0026

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 34.596.000,00 ( Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan

Puluh Enam Ribu Rupiah)

Dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No. | Nama Jabatan Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
Jasa Lainnya Orang
Perseorangan - Jasa Stan
1. | Administrasi 12 & | Rp. 2.883.000,00 Rp. 34.59.000,00
. Bulan
Pemerintahan
Lainnya

Jumlah Total

Rp. 34.596.000,00

Jenis Kontrak: Harga Satuan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 02 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran

RR. SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si.

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya
drang Perseorangan

) 1
=9

NIP. 196902121996032002

NIK. 3471130307850002




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Ruang Lingkup Pekerjaan
Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib melaksanakan dan menyelesaikan
pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
Ruang lingkup pekerjaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan Jasa Administrasi Pemerintahan
Lainnya adalah membantu dalam Analis Tata Usaha yang meliputi :
1. Mendukung pelaksanaan kegiatan di Subbag Administrasi Umum;
2. Membantu pelaksanaan kegiatan di Subbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Sekretariat Daerah;
3. Membantu pelaksanaan Kegiatan di Subbag Keuangan Sekretariat Daerah;
4. Mendukung kesiapan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Bagian Administrasi dan
Keuangan Setda Kota Yogyakarta;
Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ketatausahaan;
Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup ketatausahaan;
Penyusunan program dan rencana kerja lingkup ketatausahaan;
Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan lingkup ketatausahaan;

o D0 = P Dn

Mempercepat proses penyelesaian administrasi pada Bagian Administrasi dan Keuangan
Setda Kota Yogyakarta;

10. Penyusunan beita acara aset dan persediaan Sekretariat Daerah;

11. Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah tahun anggaran 2024; dan

12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

Hukum yang Berlaku

Keabsahan, interprestasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 859);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia;

e. PeraturanWalikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia Jasa
Lainnya Orang Perseorangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 33);

f Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Jasa pada
Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 69).

3. Kedudukan
Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak dimaksudkan untuk mengisi formasi Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS dan/atau PPPK.

4. Harga SPK/Upah
a. PPKom membayar kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan atas pelaksanaan
pekerjaan dalam SPK sebesar Rp 34.596.000,- sudah termasuk jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan aturan yang berlaku.
b. Nilai nominal yang dibayarkan adalah sebesar Rp 2.883.000,- perbulan, yang dilakukan
melalui transfer paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan untuk pembayaran bulan
Desember di bayarkan paling lambat tanggal 20 Desember kepada Penyedia Jasa Lainnya

Orang Perseorangan:

1) Nama :CAHAYA ANDI TRI WIJAYA
2) NIK :3471130307850002
3) No. Rekening :006.221.036171
4) BANK : BPD DIY
5. Jadwal

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
SPMK.

c. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai

jadwal yang ditentukan.



6. UraianTugas
Mendukung pelaksanaan kegiatan di Subbag Administrasi Umum;
b. Membantu pelaksanaan kegiatan di Subbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Sekretariat Daerah;
¢. Membantu pelaksanaan Kegiatan di Subbag Keuangan Sekretariat Daerah;
d. Mendukung kesiapan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Bagian Administrasi
dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta;
Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ketatausahaan;
Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup ketatausahaan;
Penyusunan program dan rencana kerja lingkup ketatausahaan;

5o ™o

Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan lingkup ketatausahaan;

[y

Mempercepat proses penyelesaian administrasi pada Bagian Administrasi dan

Keuangan Setda Kota Yogyakarta;

j.  Penyusunan beita acara aset dan persediaan Sekretariat Daerah;

k. Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah tahun anggaran 2024;

. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

7. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen
a. Hak
1) Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja;dan
2) Memutus kontrak sebelum masa perikatan selesai sesuai dengan ketentuan

pemutusan kontrak.

b. Kewajiban
1) Membayarkan upah kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;
2) Memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;

dan

3) Menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.

8. Hak, Kewajiban, Larangan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan
a. Hak
1) Nilai nominal yang diterimakan kepada penyedia jasa lainnya orang perseorangan
adalah sebesar Rp 2.883.000.- perbulan sudah termasuk tunjangan jaminan

kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dengan dibayarkan

secara non tunai; dan
2) Cuti tidak masuk kerja dengan alasan sakit atau alasan penting yang dibuktikan
dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.



b. Kewajiban

1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau pribadi;

3) Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;

4) Menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;

5) Mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani;

6) Melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab,
dan sesuai kewenangannya;

7) Bekerja secara jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
Pemerintah Daerah.

8) Melaporkan dengan segera kepada PPKom apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah daerah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil.

9) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

10) Menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkunganPemerintah Daerah;

11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-
baiknya;

13) Menaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan

14) Melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Larangan
1) Menyalahgunakan wewenang; dan
2) Melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Jam Kerja
a. Sesuai jam kerja yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota
Yogyakarta.
b.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan bekerja lebih dari jam kerja yang telah

ditetapkan, maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai
kelebihan jam kerja dan/atau lembur.

10. Pakaian, Peralatan dan PerlengkapanKerja

a.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menggunakan pakaian kerja dengan
ketentuan yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota
Yogyakarta;

Menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia di Bagian
Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta.



11. Penghentian SPK

Penghentian SPK dapat dilakukan oleh Penyedia sebelum masa kontrak yang tercantum
di dalam SPK dan SPMK selesai apabila:

a) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perscorangan mengundurkan diri dengan alasan
yang dapat diterima oleh KPA;

b) KPA menyetujui pengunduran diri tersebut; dan

¢) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menyampaikan rencana pengunduran

dirinya sebulan sebelumnya.

12. Pemutusan SPK

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PPKom sebelum masa perikatan yang tercantum di

dalam SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan:

a.

b.
c.
d.

€.

Tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang
jelas selama masa kontrak;

Terkena dampak pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan;

Hasil evaluasi pelaksanaan kerja buruk;

Melanggar kewajiban dan larangan yang diatur di dalam kontrak; dan/atau
Melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Mekanisme Pemutusan Kontrak

a.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga melakukan pelanggaran
dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPKom.

Pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga
melakukan pelanggaran dilakukan paling lambat 2(dua) hari kerja setelah
laporan/aduan pelanggaran dilakukan.

Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak
hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
pemanggilan pertama.

Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c¢ yang
bersangkutan tidak hadir maka Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tersebut
dapat diputus kontrak oleh PPKom sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang
Perseorangan walaupun masa kontraknya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang
ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan ke dalam Berita
Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala OPD/Unit Kerja

melalui PPKom.

14. Keadaan Kahar (Force Majeure)

a.

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang

terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,



sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat
dipenuhi.

b. Yang termasuk dalam kahar (force majeure) meliputi bencana alam, keadaan perang,
huru hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang
secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

c. Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan Penyedia Jasa
Lainnya Orang Perseorangan tidak dapat melaksanakan tugasnya maka dibebaskan
dari tugas dan kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.

d. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib memberitahukan keadaan kahar

(force majeure) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atasan

langsungnya.
Menerima dan menyetujui:
Pihak kedua
Pihak Pertama, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan
Kuasa Pengguna Anggaran Jasa Administrasi Pemerintahan Lainnya
C
I
RR. SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si. CAHAYA ANDI TRI WIJAYA

NIP. 196902121996032002 NIK. 3471130307850002



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
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J1. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437

EMAIL: adminkeu@jogiakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SATUAN KERJA :
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SETDA
SURAT PERINTAH KERJA | KOTA YOGYAKARTA

(SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK : 001F/027/]JL/PL/SPK/1/2024

Tertanggal: 02 Januari 2024

Nama Kuasa Pengguna

RR. SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si.
Anggaran:

Nama Penyedia: AMINAH

UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
Undangan melalui SPSE 4.5

PAKET PENGADAAN :
JASA LAINNYA ORANG TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :

21 Desember 2023
ol E e e
PERPAJAKAN
TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
29 Desember 2023
SUMBER DANA:

APBD Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran
2024

KODE REKENING ANGGARAN: - 4.01.01.2.01.0001.5.1.02.02.01.0026

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 34.596.000 (Tiga puluh empat juta lima ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah) .

Dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No. | Nama Jabatan Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
Jasa Lainnya Orang
Perseorangan - Jasa Orang
1. S 12 Ralin 2.883.000 34.596.000
Perpajakan
Jumlah Total 34.596.000

Jenis Konirak: Harga Saluan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya
Kuasa Pengguna Anggaran Orang Perseorangan

| Gk }“‘
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: 3 '
UTINI SRI I/£STARL S.H., M.Si. " AMINAH
NIP. 196902121996032002 NIK. 3402155110810001




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan Jasa Keuangan dan Perpajakan

adalah membantu dalam kegiatan administrasi keuangan dan perpajakan Bagian

Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta, dengan rincian ketugasan adalah

sebagai berikut :

1.

(F5]
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Membantu pelaksanaan kegiatan keuangan yang ada di Bagian Administrasi dan
Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

Membantu membuat SPJ Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan;

Mengendalikan surat masuk dan keluar e office dan manual;

Membantu menghitung perpajakan;

Membantu menyusun laporan perpajakan;

Membantu mengentri/pengisian terkait perpajakan pada sistem;

Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan administrasi keuangan tahun
anggaran 2024; dan

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

2. Hukum yang Berlaku

Keabsahan, interprestasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut :

a.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 859);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).



Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

PeraturanWalikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia
Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022
Nomor 33);

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Jasa
pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022
Nomor 69).

Kedudukan

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak dimaksudkan untuk mengisi formasi Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS dan/atau PPPK.

Harga SPK/Upah

a. PPKom membayar kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan atas pelaksanaan

pekerjaan dalam SPK sebesar Rp 34.596.000,- belum termasuk jaminan kesehatan,

jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Nilai nominal yang dibayarkan adalah sebesar Rp 2.883.000,- perbulan, yang dilakukan

melalui transfer paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan untuk pembayaran bulan

Desember di bayarkan paling lambat tanggal 20 Desember kepada Penyedia Jasa Lainnya

Orang Perseorangan:

1) Nama : AMINAH
2) NIK :3402155110810001
3) No. Rekening : 006 211 043601
4) BANK : BPD DIY
5. Jadwal

a.

SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.

Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
SPMK.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai

jadwal yang ditentukan.

6. UraianTugas

a.

Membantu pelaksanaan kegiatan keuangan yang ada di Bagian Administrasi dan
Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
Membantu membuat SPJ Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan;



d. Mengendalikan surat masuk dan keluar e office dan manual;

e. Membantu menghitung perpajakan;

f.  Membantu menyusun laporan perpajakan;

g.  Membantu mengentri/pengisian terkait perpajakan pada sistem;

h. Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan administrasi keuangan tahun
anggaran 2024; dan
i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

7. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen
a. Hak
1) Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja;dan

2) Memutus kontrak sebelum masa perikatan selesai sesuai dengan ketentuan

pemutusan kontrak.

b. Kewajiban
1) Membayarkan upah kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;
2) Memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;
dan

3) Menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.

8. Hak, Kewajiban, Larangan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan
a. Hak
1) Nilai nominal yang diterimakan kepada penyedia jasa lainnya orang perseorangan
adalah sebesar Rp 2.883.000.- perbulan, belum termasuk tunjangan jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dengan dibayarkan
secara non tunai; dan
2) Cuti tidak masuk kerja dengan alasan sakit atau alasan penting yang dibuktikan

dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kewajiban
1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau pribadi;
3) Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;
4) Menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
5) Mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani;
6) Melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab,
dan sesuai kewenangannya;

7) Bekerja secara jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan

Pemerintah Daerah.



C.

8) Melaporkan dengan segera kepada PPKom apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah daerah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil.

9) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

10) Menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkunganPemerintah Daerah;

11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-
baiknya;

13) Menaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan

14) Melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Larangan
1) Menyalahgunakan wewenang; dan

2) Melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Jam Kerja

a.

Sesuai jam kerja yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota
Yogyakarta.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan bekerja lebih dari jam kerja yang telah
ditetapkan, maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai

kelebihan jam kerja dan/atau lembur.

10. Pakaian, Peralatan dan PerlengkapanKerja

a.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menggunakan pakaian kerja dengan
ketentuan yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota
Yogyakarta;

Menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia di Bagian

Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta.

11. Penghentian SPK

Penghentian SPK dapat dilakukan oleh Penyedia sebelum masa kontrak yang tercantum
di dalam SPK dan SPMK selesai apabila:

a) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan mengundurkan diri dengan alasan

yang dapat diterima oleh KPA;
b) KPA menyetujui pengunduran diri tersebut; dan

c) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menyampaikan rencana pengunduran

dirinya sebulan sebelumnya.



12. Pemutusan SPK

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PPKom sebelum masa perikatan yang tercantum di

dalam SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan:

da.

Tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang
jelas selama masa kontrak;

Terkena dampak pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan;

Hasil evaluasi pelaksanaan kerja buruk;

Melanggar kewajiban dan larangan yang diatur di dalam kontrak; dan/atau

Melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Mekanisme Pemutusan Kontrak

a.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga melakukan pelanggaran
dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPKom.

Pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga
melakukan pelanggaran dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

laporan/aduan pelanggaran dilakukan.

Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak
hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
pemanggilan pertama.

Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ yang
bersangkutan tidak hadir maka Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tersebut
dapat diputus kontrak oleh PPKom sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang
Perseorangan walaupun masa kontraknya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang

ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan ke dalam Berita

Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala OPD/Unit Kerja

melalui PPKom.

14. Keadaan Kahar (Force Majeure)

a.

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang
terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat
dipenuhi.

Yang termasuk dalam kahar (force majeure) meliputi bencana alam, keadaan perang,
huru hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang
secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan Penyedia Jasa

Lainnya Orang Perseorangan tidak dapat melaksanakan tugasnya maka dibebaskan
dari tugas dan kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.



d. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib memberitahukan keadaan kahar

(force majeure) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atasan

langsungnya.
Menerima dan menyetujui:
Pihak Kedua
Pihak Pertama, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

Kuasa Pengguna Anggaran Jasa Keuangan dan Perpajakan
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RR. SUTINI SRI LESTARI S.H. M.Si. AMINAH

NIP. 196902121996032002 NIK. 3402155110810001
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SEKRETARIAT DAERAH
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JI. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437

EMAIL: adminkeu@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

SATUAN KERJA :
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SETDA
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR DAN TANGGAL SPK :
001G/027/JLOP/PL/SPK/1/2024

Tertanggal: 2 Januari 2024

Nama Kuasa Pengguna
Anggaran:

RR. SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si.

Nama Penyedia:

MUHAMMAD RAYYAN

UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
Undangan Melalui LPSE 4.5

PAKET PENGADAAN :
JASA LAINNYA ORANG TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
PERSEORANGAN JASA 21 Desember 2023
ADMINISTRASI NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :
PEMERINTAHAN 05/¢e-PL/JLOP-Bag. Adminkeu 6/BPBJ/XII/2023
LAINNYA
TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
29 Desember 2023
SUMBER DANA:

APBD Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran
2024

KODE REKENING ANGGARAN: - 4.01.01.2.03.0006.5.1.02.02.01.0026

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 34.596.000 ,- (Tiga puluh empat juta lima ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah)

Dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No. | Nama Jabatan Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

Jasa Lainnya Orang
Perseorangan - Jasa o

1. | Administrasi 12 o 2.883.000 34.596.000

: Bulan
Pemerintahan
Lainnya
Jumlah Total 34.596.000

Jenis Kontrak: Harga Satuan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 2 Januari 2024 — 31 Desember 2024

Untuk dan atas nama

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya
Kuasa Pengguna Anggaran

Qrang Perseorangan

UHAMMAD RAYYAN
NIK. 3471142301930001

RR. SUTINI SRTLESTARI S.H., M.Si.
NIP. 196902121996032002




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan Jasa Administrasi Pemerintahan

Lainnya adalah membantu dalam kegiatan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Bagian

Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta, dengan rincian ketugasan adalah sebagai

berikut :

1.

Membantu penyusunan rencana aksi budaya pemerintahan;

2. Membantu penyusunan proses bisnis dan evaluasi proses bisnis;

3. Membantu penyusunan SOP dan evaluasi SOP;

4. Membantu mengevaluasi kematangan organisasi;

5. Membantu mengevaluasi keterbukakan informasi publik;

6. Membantu penyusunan analisis beban kerja;

7. Membantu melaporkan gratifikasi;

8. Membantu proses monitoring dan evaluasi SPIP;

9. Membantu menyusun laporan, evaluasi dan tindak lanjut aduan;

10. Membantu proses survey kepuasan masyarakat;

11. Membantu dalam penilaian resiko dan rencana tindak pengendalian;

12. Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah tahun anggaran 2024; dan

13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

Hukum yang Berlaku

Keabsahan, interprestasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:

a.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 859);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Melalui Penyedia;

PeraturanWalikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia Jasa
Lainnya Orang Perseorangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 33);
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Jasa pada
Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 69).

Kedudukan

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak dimaksudkan untuk mengisi formasi Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS dan/atau PPPK.

Harga SPK/Upah

a. PPKom membayar kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan atas pelaksanaan

pekerjaan dalam SPK sebesar Rp 34.596.000,- wajib mengikuti kepesertaan jaminan

kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan aturan yang
berlaku.

b. Nilai nominal yang dibayarkan adalah sebesar Rp 2.883.000,- perbulan, yang dilakukan
melalui transfer paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan untuk pembayaran bulan
Desember di bayarkan paling lambat tanggal 20 Desember kepada Penyedia Jasa Lainnya
Orang Perseorangan:

1) Nama : MUHAMMAD RAYYAN
2) NIK :3471142301930001

3) No. Rekening :006.211.047654

4) BANK : BPD DIY

Jadwal

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal
yang ditetapkan dalam SPMK.

b.

Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal

yang ditentukan.



6. UraianTugas
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Membantu penyusunan rencana aksi budaya pemerintahan;

Membantu penyusunan proses bisnis dan evaluasi proses bisnis;

Membantu penyusunan SOP dan evaluasi SOP;

Membantu mengevaluasi kematangan organisasi;

Membantu mengevaluasi keterbukakan informasi publik;

Membantu penyusunan analisis beban kerja;

Membantu melaporkan gratifikasi;

Membantu proses monitoring dan evaluasi SPIP;

Membantu menyusun laporan, evaluasi dan tindak lanjut aduan;

Membantu proses survey kepuasan masyarakat;

Membantu dalam penilaian resiko dan rencana tindak pengendalian;

Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah tahun anggaran 2024; dan

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

7. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen

a.

Hak
1) Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja;dan

2) Memutus kontrak sebelum masa perikatan selesai sesuai dengan ketentuan pemutusan

kontrak.

Kewajiban
1) Membayarkan upah kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;

2) Memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan; dan

3) Menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.

8. Hak, Kewajiban, Larangan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

a.

Hak
1) Nilai nominal yang diterimakan kepada penyedia jasa lainnya orang perseorangan adalah
sebesar Rp 2.883.000,- perbulan, dengan dibayarkan secara non tunai; dan
2) Cuti tidak masuk kerja dengan alasan sakit atau alasan penting yang dibuktikan dengan
surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kewajiban
1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau pribadi;

3) Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;
4) Menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;



5) Mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani;

6) Melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, dan
sesuai kewenangannya;

7) Bekerja secara jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Pemerintah
Daerah.

8) Melaporkan dengan segera kepada PPKom apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah daerah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil.

9) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan,;

10) Menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkunganPemerintah Daerah;

11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;

13) Menaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan

14) Melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Larangan
1) Menyalahgunakan wewenang; dan

2) Melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Jam Kerja

a. Sesuai jam kerja yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota

Yogyakarta.

b. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan bekerja lebih dari jam kerja yang telah
ditetapkan, maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai kelebihan jam
kerja dan/atau lembur.

10. Pakaian, Peralatan dan Perlengkapan Kerja

a. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menggunakan pakaian kerja dengan ketentuan

yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta;

b. Menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia di Bagian Administrasi dan
Keuangan Setda Kota Yogyakarta.

11. Penghentian SPK

Penghentian SPK dapat dilakukan oleh Penyedia sebelum masa kontrak yang tercantum di
dalam SPK dan SPMK selesai apabila:

a) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan mengundurkan diri dengan alasan yang
dapat diterima oleh KPA;

b) KPA menyetujui pengunduran diri tersebut; dan



¢) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menyampaikan rencana pengunduran

dirinya sebulan sebelumnya.

12. Pemutusan SPK

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PPKom sebelum masa perikatan yang tercantum di dalam

SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan:

a. Tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang jelas

selama masa kontrak;

Terkena dampak pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan;

Hasil evaluasi pelaksanaan kerja buruk;

Melanggar kewajiban dan larangan yang diatur di dalam kontrak; dan/atau

Melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Mekanisme Pemutusan Kontrak

a.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil
secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPKom.

Pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga melakukan
pelanggaran dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan/aduan pelanggaran
dilakukan.

Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak hadir,
maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan
pertama.

Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ yang bersangkutan
tidak hadir maka Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tersebut dapat diputus kontrak
oleh PPKom sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan walaupun masa
kontraknya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan ke dalam Berita Acara

Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala OPD/Unit Kerja melalui
PPKom.

14. Keadaan Kahar (Force Majeure)

a.

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di
luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang termasuk dalam kahar (force majeure) meliputi bencana alam, keadaan perang, huru
hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang secara langsung

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.



Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan Penyedia Jasa Lainnya
Orang Perseorangan tidak dapat melaksanakan tugasnya maka dibebaskan dari tugas dan
kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib memberitahukan keadaan kahar (force

majeure) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atasan langsungnya.

Menerima dan menyetujui:

Pihak kedua

Pihak Pertama, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

K g s : : )
Uash PeriagiR Anigien Jasa Administrasi Pemerintahan Lainnya

RR. SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si. UHAMMAD RAYYAN
NIP. 196902121996032002 NIK. 3471142301930001




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

enahssa i as Sakdouvicsa
EnanRu g R e A Shangg aaeieta)

JI. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437
EMAIL: adminkeu@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SATUAN KERJA :

BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SETDA
KOTA YOGYAKARTA

L PE?SIPN%AH KERJA  NOMOR DAN TANGGAL SPK
001H/027/JLOP/PL/SPK/1/2024

Tertanggal: 02 Januari 2024

Nama Kuasa Pengguna RR. SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si

Anggaran:

Nama Penyedia: ARKO RAHARDIANTO, S.M
UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
Undangan melalui Aplikasi SPSE 4.5

PAKET PENGADAAN : TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :

JASA LAINNYA ORANG 21 Desember 2023

PERSEORANGAN JASA NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :

PERENCANAAN 05/e-PL/JLOP-BAG. Adminkeu 7/BPBJ/XI1/2023
TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
29 Desember 2023

SUMBER DANA:

APBD Bagian Adminisirasi dan Keuangan Sekretariat Dacrah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran
2024

KODE REKENING ANGGARAN: - 4.01.01.2.03.0006.5.1.02.02.01.0026

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 34.596.000 (Tiga puluh empat juta lima ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah).

Dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No. | Nama Jabalan Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
Jasa Lainnya Orang Oran
1. | Perseorangan - Jasa 12 B 3 2.883.000 34.596.000
ulan
Perencanaan
Jumlah Total 34.596.000

Jenis Konirak: Harga Satuan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya
Kuasa Pengguna Anggaran

NIK. 3471071603920001




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pekerjaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan Jasa Perencanaan adalah membantu
dalam penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan di Bagian Administrasi dan

Keuangan Setda Kota Yogyakarta yang meliputi :

1) Membantu menyusun dan mengolah data dan informasi terkait data dukung untuk Rencana
Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

2) Membantu menyusun review Renstra;

3) Membantu menyusun dan mengolah data informasi, dan melakukan evaluasi terkait Rencana
Aksi Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah;

4) Membantu menyusun Perjanjian Kinerja Eselon di Bagian Administrasi dan Keuangan;

5) Membantu menyusun dan mengevaluasi target sasaran (pengukuran kinerja) Bagian
Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah;

6) Membantu menyusun RKA, RKPA, DPA, dan DPPA Bagian Administrasi dan Keuangan
Sekretariat Daerah;

7) Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan administrasi keuangan tahun anggaran 2024; dan

8) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

Hukum yang Berlaku

Keabsahan, interprestasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 859);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

¢. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).



d.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Melalui Penyedia;

PeraturanWalikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia Jasa
Lainnya Orang Perseorangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 33);

f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Jasa pada

Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 69).
3. Kedudukan

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak dimaksudkan untuk mengisi formasi Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta

tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS dan/atau PPPK.

4. Harga SPK/Upah

a. PPKom membayar kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan atas pelaksanaan
pekerjaan dalam SPK sebesar Rp 34.596.000,- wajib mengikuti kepesertaan jaminan kesehatan
dan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Nilai nominal yang dibayarkan adalah sebesar Rp 2.883.000,- perbulan, yang dilakukan
melalui transfer paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan untuk pembayaran bulan
Desember di bayarkan paling lambat tanggal 20 Desember kepada Penyedia Jasa Lainnya
Orang Perseorangan:

1) Nama : ARKO RAHARDIANTO, S.
2) NIK :3471071603920001
3) No. Rekening :059.221.001692
4) BANK : BPD DIY
5. Jadwal

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang
ditetapkan dalam SPMK.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal

yang ditentukan.

6. UraianTugas

1.

Membantu menyusun dan mengolah data dan informasi terkait data dukung untuk Rencana
Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

Membantu menyusun review Renstra;

Membantu menyusun dan mengolah data informasi, dan melakukan evaluasi terkait Rencana
Aksi Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah;

Membantu menyusun Perjanjian Kinerja Eselon di Bagian Administrasi dan Keuangan;



5. Membantu menyusun dan mengevaluasi target sasaran (pengukuran kinerja) Bagian
Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah;

6. Membantu menyusun RKA, RKPA, DPA, dan DPPA Bagian Administrasi dan Keuangan
Sekretariat Daerah;

7. Melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan administrasi keuangan tahun anggaran 2024; dan

8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom).

7. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen
a. Hak
1) Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja;dan

2) Memutus kontrak sebelum masa perikatan selesai sesuai dengan ketentuan pemutusan

kontrak.

b. Kewajiban
1) Membayarkan upah kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;
2) Memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan: dan

3) Menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.

8. Hak, Kewajiban, Larangan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan
a. Hak
1) Nilai nominal yang diterimakan kepada penyedia jasa lainnya orang perseorangan adalah
sebesar Rp 2.883.000,- perbulan dengan dibayarkan secara non tunai; dan
2) Cuti tidak masuk kerja dengan alasan sakit atau alasan penting yang dibuktikan dengan

surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kewajiban

1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau pribadi;

3) Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;

4) Menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;

5) Mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani;

6) Melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, dan
sesuai kewenangannya;

7) Bekerja secara jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Pemerintah
Daerah.

8) Melaporkan dengan segera kepada PPKom apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah daerah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil.

9) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

10) Menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkunganPemerintah Daerah;



11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
13) Menaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan

14) Melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Larangan
1) Menyalahgunakan wewenang; dan

2) Melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Jam Kerja

Sesuai jam kerja yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta.
Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan,
maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai kelebihan jam kerja

dan/atau lembur.

10. Pakaian, Peralatan dan Perlengkapan Kerja

a.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menggunakan pakaian kerja dengan ketentuan
yang berlaku di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta;

Menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia di Bagian Administrasi dan
Keuangan Setda Kota Yogyakarta.

11. Penghentian SPK

Penghentian SPK dapat dilakukan oleh Penyedia sebelum masa kontrak yang tercantum di
dalam SPK dan SPMK selesai apabila:

a) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan mengundurkan diri dengan alasan yang

dapat diterima oleh KPA;
b) KPA menyetujui pengunduran diri tersebut; dan

c) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menyampaikan rencana pengunduran

dirinya sebulan sebelumnya.

12. Pemutusan SPK

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PPKom sebelum masa perikatan yang tercantum di dalam

SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan:

d.

Tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang jelas
selama masa kontrak;

Terkena dampak pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan;

Hasil evaluasi pelaksanaan kerja buruk;

Melanggar kewajiban dan larangan yang diatur di dalam kontrak; dan/atau

Melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



13. Mekanisme Pemutusan Kontrak

a.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil
secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPKom.

Pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga melakukan
pelanggaran dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan/aduan pelanggaran
dilakukan.

Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak hadir,
maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan
pertama.

Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ yang bersangkutan
tidak hadir maka Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tersebut dapat diputus kontrak
oleh PPKom sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan walaupun masa kontraknya

belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan ke dalam Berita Acara

Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala OPD/Unit Kerja melalui
PPKom.

14. Keadaan Kahar (Force Majeure)

a.

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di
luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang termasuk dalam kahar (force majeure) meliputi bencana alam, keadaan perang, huru
hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang secara langsung
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan Penyedia Jasa Lainnya
Orang Perseorangan tidak dapat melaksanakan tugasnya maka dibebaskan dari tugas dan
kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib memberitahukan keadaan kahar (force

majeure) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atasan langsungnya.

Menerima dan menyetujui:

‘ ’ Pihak kedua
Pihak Pertama, Penyedia Jasa Lginnya Orang Perseorangan
Kuasa Pengguna Anggaran Jaga Perencanaan

ARKO RDIANTO, S.M
NIK. 3471071603920001

NIP. 196902121996032002



